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ABSTRAK

Keterikatan pegawai atau employee engagement merupakan salah satu aspek penting
dalam pengelolaan sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap keberhasilan
organisasi. Tingkat keterikatan yang tinggi mendorong pegawai untuk memberikan
kinerja optimal dan produktif. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan keterikatan
pegawai adalah fleksibilitas kerja, yaitu keleluasaan dalam mengatur waktu dan lokasi
kerja sesuai kebutuhan tugas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
fleksibilitas kerja terhadap keterikatan pegawai dengan menggunakan metode
kuantitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Biro Organisasi dan Sumber Daya
Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, dengan sampel sebanyak 81
pegawai Aparatur Sipil Negara. Meskipun kebijakan fleksibilitas kerja telah diterapkan
dan didukung regulasi, keterikatan pegawai masih belum optimal. Hal ini terlihat dari
fluktuasi Indeks Integritas Organisasi, belum maksimalnya nilai budaya kerja, serta
adanya pegawai yang mengajukan mutasi keluar instansi. Variabel keterikatan pegawai
diukur menggunakan indikator Febriansyah dan Ginting (2020) yang mencakup tujuh
dimensi. Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa HO ditolak dan Ha
diterima, dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Besaran pengaruh fleksibilitas kerja
terhadap keterikatan pegawai sebesar 19,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain.

Kata Kunci : Fleksibilitas Kerja; Keterikatan Pegawai; Budaya Kerja.
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ABSTRACT

Employee engagement is one of the important aspects of human resource management
that contributes to organizational success. A high level of engagement encourages
employees to deliver optimal and productive performance. One of the factors that can
enhance employee engagement is work flexibility, which refers to the freedom to
manage working time and work location according to job requirements. This study aims
to analyze the effect of work flexibility on employee engagement using a descriptive
quantitative method. The research was conducted at the Bureau of Organization and
Human Resources of the Secretariat General of the Ministry of Health of the Republic
of Indonesia, involving 81 civil servant employees as the research sample. Although
work flexibility policies have been implemented and supported by regulations, employee
engagement has not yet reached an optimal level. This condition is reflected in the
Sfluctuating Organizational Integrity Index, the suboptimal work culture scores, and the
presence of employees applying for transfers to other institutions. The employee
engagement variable was measured using the indicators developed by Febriansyah and
Ginting (2020), which consist of seven dimensions. The results of the simple linear
regression test indicate that HO was rejected and Ha was accepted, with a significance
value below 0.05. The magnitude of the effect of work flexibility on employee
engagement was 19.1%, while the remaining percentage was influenced by other
factors.

Keywords: Work Flexibility; Employee Engagement, Work Culture.
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BAB I
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Aparatur
Sipil Negara (ASN), dalam peran yang penting ASN sebagai tenaga profesioal
untuk melaksanakan tugas-tugas dalam instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah. Undang-undang ini secara jelas mendefinisikan bahwa “Aparatur Sipil
Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah” (UU No. 20 Tahun 2023, Pasal 1). Pengertian tersebut
menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara mencakup 2 kategori yakni Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam memastikan pelaksanaan pemerintah berjalan optimal fungsi Aparatur
Sipil Negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat
dan pemersatu bangsa. Disisi lain Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan
kebijakan pemerintah harus terlepas dari hubungan dan keterlibatan dari partai
politik.

Fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara merupakan kebijakan yang
dirancang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas melalui pengaturan
waktu dan tempat kerja yang lebih adaptif, tanpa mengurangi akuntabilitas dan
capaian kinerja. Fleksibilitas kerja diharapkan mampu meningkatkan
Keterikatan Pegawai, karena memberikan ruang bagi Aparatur Sipil Negara
untuk bekerja dengan ritme yang lebih sesuai, menjaga keseimbangan kehidupan
kerja, serta meningkatkan rasa otonomi dan kenyamanan dalam menjalankan
tugas. Fleksibilitas kerja Aparatur Sipil Negara melalui sistem work from home
secara resmi mulai diterapkan pada awal masa pandemi melalui Surat Edaran
Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2020 tertanggal 16 Maret 2020, ketika

pemerintah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah yang dikenal work form



home sebagai respons terhadap pembatasan mobilitas dan upaya menjaga
keberlangsungan layanan publik. Pada momen tersebut, instansi pemerintah
untuk pertama kalinya secara luas melaksanakan pola kerja non-kantor, yang
kemudian membuktikan bahwa banyak tugas kedinasan tetap dapat dilakukan
secara efektif tanpa kehadiran fisik di tempat kerja.

Fleksibilitas kerja (work flexibility) merupakan konsep yang
menggambarkan kemampuan organisasi untuk memberikan keleluasaan kepada
pegawai dalam menentukan waktu, lokasi, dan metode kerja guna mencapai
keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Fleksibilitas waktu,
misalnya melalui sistem flexitime, memungkinkan pegawai menyesuaikan jam
kerja sesuai kebutuhan pribadi tanpa mengabaikan target organisasi, sementara
fleksibilitas lokasi dapat diwujudkan melalui penerapan kerja jarak jauh (remote
work) atau kerja hibrida (hybrid work), yang semakin relevan di era digital.
Bekerja dengan jadwal yang fleksibel dapat meningkatkan semangat kerja
karyawan, meskipun pemantauan tetap dilakukan berdasarkan target masing-
masing (Geisler, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati ef a/ (2025) menunjukkan bahwa
fleksibilitas kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap work
engagement pada karyawan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPK RI). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat
fleksibilitas kerja yang diterima karyawan, semakin besar pula keterlibatan
mereka terhadap pekerjaan secara psikologis dan emosional. Dengan demikian,
kebijakan kerja fleksibel tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan kerja, tetapi
juga menjadi strategi efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan loyalitas

pegawai terhadap organisasi.

Keterikatan pegawai (employee engagement) merupakan kondisi psikologis
ketika pegawai menunjukkan energi, komitmen, dan dedikasi yang tinggi dalam
melaksanakan tugas sehingga merasa terhubung secara emosional maupun
kognitif dengan organisasi. Menurut Febriansyah et al. (2020), employee

engagement tercermin dari tujuh dimensi, salah satunya yaitu keinginan pegawai



untuk tetap berada dalam organisasi. Ketika salah satu atau beberapa dimensi
tersebut melemah, muncul kecenderungan pegawai untuk mencari lingkungan
kerja lain yang dianggap lebih sesuai. Saks (2006) menegaskan bahwa
“employees are more likely to become engaged when they feel supported and
treated fairly by their organization”, sehingga ketika pegawai merasa tidak
dilibatkan atau diperlakukan tidak setara misalnya hanya pegawai tertentu yang
terus dilibatkan dalam kegiatan penting sementara pegawai lain jarang diberi

kesempatan engagement cenderung menurun.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Pasal 8 yang menegaskan
bahwa “Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel
vang meliputi fleksibilitas dalam hal lokasi bekerja dan/atau waktu bekerja,”
pemerintah menunjukkan dukungan penuh terhadap penerapan fleksibilitas kerja
di lingkungan instansi pemerintah. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa pola kerja
Aparatur Sipil Negara tidak lagi terbatas pada format tradisional, tetapi dapat
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan pegawai untuk meningkatkan
efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik. Melalui regulasi ini,

pemerintah menegaskan komitmennya dalam menciptakan birokrasi yang lebih

adaptif, modern, dan responsif terhadap dinamika perubahan.

Pengaturan teknis mengenai pelaksanaan fleksibilitas kerja selanjutnya
dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025
Pasal 7 yang disebutkan bahwa fleksibilitas kerja diterapkan dengan tujuan
untuk “meningkatkan kinerja organisasi, kinerja individu, serta kualitas hidup
Pegawai ASN.” Hal ini menegaskan bahwa fleksibilitas kerja bukan hanya
bentuk penyesuaian terhadap perubahan lingkungan kerja modern, tetapi juga
strategi peningkatan efektivitas dan kesejahteraan pegawai. Demikian,
penerapan fleksibilitas kerja diharapkan mampu menciptakan keseimbangan

antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi pegawai secara berkelanjutan.

Selain itu, dukungan terhadap konsep fleksibilitas kerja juga termuat dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 4 yang menyatakan bahwa



“Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja.” Pengertian tersebut dalam
kewajiban masuk kerja dapat dilaksanakan melalui pengaturan waktu dan lokasi
bekerja. Ketentuan ini memperkuat legitimasi pelaksanaan fleksibilitas kerja
dengan memastikan bahwa pemenuhan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara
tetap sah meskipun dilakukan melalui mekanisme kerja yang lebih adaptif.
Dengan demikian, seluruh instrumen hukum tersebut memberikan landasan

komprehensif bagi pelaksanaan fleksibilitas kerja dalam birokrasi Indonesia.

Kementerian Kesehatan memiliki visi yang sejalan dengan visi Presiden,
yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, mandiri, dan
berkeadilan. Visi ini menjadi landasan utama dalam perumusan arah
pembangunan kesehatan nasional melalui berbagai outcome RPIMN, seperti
peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
percepatan perbaikan gizi; penguatan pengendalian penyakit; pembangunan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); serta penguatan sistem kesehatan
termasuk pengawasan obat dan makanan. Seluruh outcome tersebut dirancang
untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang

berkualitas, merata, dan berkesinambungan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian
Kesehatan pasal 16 ayat 1 berbunyi Pegawai dapat melakukan rekam kehadiran
masuk kerja lebih awal atau lebih lambat paling lama 90 (sembilan puluh) menit
sebelum atau setelah jam masuk kerja yang ditentukan. Aturan tersebut
memberikan ruang untuk penyesuaian waktu kerja bagi pegawai dengan batas
yang telah ditentukan. Aturan itu merupakan bagian awal dari penerapan

fleksibilitas kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pelaksanaan fleksibilitas kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan diatur
secara  resmi  melalui  Keputusan = Menteri  Kesehatan =~ Nomor
HK.01.07/MENKES/1342/2024 tentang Pengaturan Fleksibilitas Kerja

Aparatur Sipil Negara. Kebijakan ini menjadi landasan penting dalam



mendukung budaya kerja Kementerian Kesehatan RI dalam cara kerja baru.
Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa fleksibilitas kerja terdiri dari dua
bentuk utama, yaitu fleksibilitas waktu kerja dan fleksibilitas lokasi kerja, yang
seluruhnya dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Fleksibilitas waktu kerja dilaksanakan dengan ketentuan bahwa hari kerja
berlangsung selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, terhitung mulai hari
Senin sampai dengan hari Jumat. Jam kerja ditetapkan selama 37,5 (tiga puluh
tujuh koma lima) jam di luar waktu istirahat dalam 1 (satu) minggu. Pengaturan
jam kerja tersebut bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada Aparatur
Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan tetap memperhatikan
efektivitas dan disiplin kerja. Adapun rincian jadwal jam kerja dan waktu
istirahat Aparatur Sipil Negara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Jadwal Jam Kerja dan Waktu Istirahat Aparatur Sipil Negara

Hari Jam Kerja Waktu Istirahat
Senin—Kamis 07.30 - 16.00 WIB 12.00 — 13.00 WIB
Jumat 07.30-16.30 WIB 11.30-13.00 WIB

Sumber: Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1342/2024, 2024

Aparatur Sipil Negara dapat melakukan rekam kehadiran masuk kerja lebih
awal atau lebih lambat paling lama 90 (sembilan puluh) menit sebelum atau
setelah jam masuk kerja yang ditentukan, dan wajib menyesuaikan jam pulang
kerja sesuai dengan ketentuan jumlah jam kerja selama 7,5 (tujuh koma lima)
jam di luar waktu istirahat pada hari yang sama. Ketentuan fleksibilitas waktu
dapat dikecualikan apabila Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama unit kerja bersangkutan menginstruksikan Aparatur Sipil Negara

untuk masuk kerja pada jam tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam menetapkan pelaksanaan fleksibilitas lokasi kerja, Pimpinan satuan
kerja atau unit kerja memperhatikan ketentuan bahwa Aparatur Sipil Negara
yang dapat melaksanakan fleksibilitas lokasi kerja terdiri atas Pegawai Negeri

Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jenis pekerjaan yang



dapat dikerjakan dengan menggunakan mekanisme fleksibilitas lokasi kerja
harus memenuhi kriteria bukan pelayanan langsung dan dapat dilaksanakan
secara daring (online), memiliki interaksi tatap muka yang minimum, tidak
terikat waktu layanan tertentu, tidak membutuhkan supervisi atau pengawasan
kerja secara langsung, tidak memerlukan ruang kerja dan/atau peralatan khusus,
dapat dilakukan di luar kantor, serta dapat dilakukan dengan menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi. Lokasi yang dapat digunakan dalam
melaksanakan fleksibilitas lokasi kerja meliputi rumah atau tempat tinggal;
tempat, fasilitas, dan/atau gedung milik pemerintah; serta tempat, fasilitas,
dan/atau gedung yang memiliki sarana dan fasilitas yang memadai untuk
menunjang pelaksanaan fleksibilitas kerja, sepanjang tidak membahayakan
keamanan, kesehatan, keselamatan, dan/atau dapat merugikan citra Aparatur

Sipil Negara dan institusi Kementerian Kesehatan.

Aparatur Sipil Negara yang dapat ditugaskan dalam fleksibilitas lokasi kerja

harus memenubhi kriteria yaitu:

1. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin

2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan

3. Dapat bekerja secara mandiri, bertanggung jawab, berkomunikasi aktif
dengan atasan, rekan kerja, dan pihak lain serta responsif terhadap instruksi
penugasan.

4. Pegawai harus memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak
pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja.

5. Bagi pegawai yang mendapatkan penugasan atau mutasi, masa kerja
minimal ditetapkan 1 (satu) bulan untuk mutasi dalam instansi dan 6 (enam)
bulan untuk mutasi antar-instansi sejak tanggal penetapan melaksanakan

tugas.



6. Pegawai juga harus memperoleh predikat kinerja baik dalam evaluasi
kinerja pegawai akhir (tahunan) pada 1 (satu) tahun terakhir dan evaluasi
kinerja triwulan terakhir.

7. memiliki kepatuhan pengisian catatan harian pegawai (logbook) minimal
>80% pada bulan sebelumnya.

8. Pegawai wajib menunjukkan kepatuhan dalam penyusunan rencana aksi
untuk setiap rencana hasil kerja dan indikator kinerja individu dalam sasaran
kinerja pegawai pada tahun pelaksanaan kinerja.

Jumlah Aparatur Sipil Negara yang dapat melaksanakan fleksibilitas lokasi
dalam satu hari kerja ditetapkan paling banyak 50% dari jumlah Aparatur Sipil
Negara pada satuan atau unit kerja. Penugasan fleksibilitas kerja ditetapkan
untuk jangka waktu setiap 1 (satu) bulan yang dimulai pada tanggal 1 setiap
bulannya. Ketentuan ini agar keberlangsungan pelayanan organisasi tidak
terganggu.

Pelaksanakan fleksibilitas kerja Aparatur Sipil Negara harus melakukan
rekam kehadiran sesuai ketentuan hari dan jam kerja, melaksanakan rencana aksi
dan memenuhi target kinerja Aparatur Sipil Negara yang menjadi tanggung
jawabnya, serta melaporkan realisasi rencana aksi melalui catatan harian
pegawai (logbook). Aparatur Sipil Negara juga harus memastikan ketersediaan
sarana dan prasarana pendukung, serta memperhatikan keamanan data dan
informasi selama pelaksanaan fleksibilitas lokasi dan/atau waktu kerja. Selain
itu, pegawai wajib memenuhi jumlah jam kerja harian sesuai ketentuan yang
berlaku di lingkungan Kementerian Kesehatan, dapat dihubungi setiap saat dan
merespons maksimal dalam waktu 60 (enam puluh) menit selama jam kerja, di
mana apabila dalam waktu tersebut tidak memberikan respons maka dianggap
tidak masuk kerja kecuali memberikan alasan yang sah. Pegawai juga harus
menjaga dan menjunjung kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta bersedia dipanggil untuk bekerja di kantor apabila

terdapat kepentingan dinas mendesak.



Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/964/2025 tentang Strategi Pengendalian
Belanja dalam Rangka Efisiensi Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun
Anggaran 2025 memuat penyesuaian fleksibilitas kerja yang terdiri atas
penyesuaian fleksibilitas waktu atau jam kerja, optimalisasi fleksibilitas lokasi
kerja, serta pelaksanaan work from anywhere secara serentak. Sehubungan
dengan penyesuaian fleksibilitas waktu atau jam kerja tersebut pegawai dapat
melakukan rekam kehadiran masuk kerja lebih awal atau lebih lambat paling
lama 60 menit sebelum atau setelah jam masuk kerja yang telah ditentukan, dan
wajib menyesuaikan jam pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja mingguan.
Pegawai yang bekerja di kantor di luar jam kerja tersebut melakukan
pekerjaannya di ruang kerja bersama (co-work space), termasuk bagi pegawai
yang lembur atau pegawai yang diinstruksikan bekerja di kantor selama
penerapan fleksibilitas lokasi kerja secara menyeluruh, dengan pelaksanaan
lembur dilakukan secara selektif serta berdasarkan persetujuan pimpinan unit

kerja.

Optimalisasi fleksibilitas lokasi kerja dilakukan dengan ketentuan bahwa
pimpinan unit kerja mengoptimalkan pegawai yang memenuhi kriteria untuk
menjalankan fleksibilitas lokasi kerja hingga 50% dari jumlah pegawai pada
masing-masing unit kerja. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas tanpa mengabaikan kebutuhan
organisasi. Namun demikian, ketentuan tersebut dikecualikan bagi pegawai yang
diinstruksikan untuk tetap bekerja di kantor sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, pelaksanaan work from anywhere dilakukan secara serentak
setiap hari Rabu bagi pegawai non-pejabat pimpinan tinggi di kantor pusat,
kecuali bagi pegawai yang diinstruksikan untuk tetap bekerja di kantor sesuai
dengan kebutuhan organisasi. Dalam melaksanakan work from anywhere,
pegawai wajib memastikan bahwa lokasi yang digunakan memenuhi kriteria,
seperti rumah atau tempat tinggal maupun tempat lain yang memiliki sarana dan
prasarana memadai untuk menunjang fleksibilitas kerja. Selain itu, lokasi

tersebut juga harus tidak membahayakan keamanan, kesehatan, dan



keselamatan, serta tidak merugikan citra pegawai maupun institusi Kementerian
Kesehatan.

Surat dari Sekretariat Jenderal Kemeneterian Kesehatan Nomor
KP.05.01/A/1430/2025 tanggal 8 Mei 2025 perihal Penyesuaian Pelaksanaan
Tugas Kedinasan di Lingkungan Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa
untuk mendukung peningkatan produktivitas kerja penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan penyesuaian terhadap
pelaksanaan work from anywhere secara serentak sebagaimana diatur dalam
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/A/964/2025 tentang Strategi
Pengendalian Belanja dalam Rangka Efisiensi Anggaran Kementerian
Kesehatan Tahun Anggaran 2025, yaitu pelaksanaan work from anywhere secara
serentak pada hari Rabu sejak tanggal 14 Mei 2025 dan hari Rabu tanggal 28
Mei 2025 ditiadakan sampai sekarang.

Banyak organisasi pemerintah semakin menyadari pentingnya pengelolaan
sumber daya manusia (SDM) yang efektif untuk menjaga dan meningkatkan
kinerja pegawai dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan nasional,
dituntut untuk memiliki tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel
sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi penyelenggaraan
pemerintahan. Selain itu, pengelolaan SDM yang optimal juga menjadi faktor
penting dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan
berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kesehatan,
Kementerian Kesehatan memerlukan manajemen SDM yang efisien dan
berkualitas untuk mengelola ribuan tenaga kerja yang tersebar di berbagai unit
kerja pusat maupun daerah. SDM yang kompeten dan berintegritas menjadi
faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik di bidang kesehatan
serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Sebagai

bagian dari upaya tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan Sasaran



Strategis 17, yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, yang
menjadi fokus dalam Laporan Capaian Kinerja tahun 2024. Sasaran strategis ini
mencerminkan komitmen Kementerian Kesehatan untuk memperkuat prinsip
good governance melalui peningkatan akuntabilitas kinerja, transparansi,
efektivitas organisasi, serta penguatan budaya kerja yang profesional.

Berikut merupakan Laporan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17
Kementerian Kesehatan Tahun 2024 sebagai bagian dari evaluasi pencapaian
tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 1.2

Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan dengan Sasaran Starategis 17

Tahun 2024
Sasaran Indikator kinerja | Target | Realisasi Capaian
Strategis 2024 2024 (%)
Meningkatnya Nilai Reformasi
Tata Kelola Birokrasi 90 90.11 100.1
Pemerintahan Kemkes
Baik —
e NATsn iR 80.1  |91.53 114.27
Anggaran
Indek Integritas
Organisasi 78 77.27 92.76
Laporan 4 nilai
Indeks 4 1
Keuangan indeks TS &
SAKIP 90 79.09 87.88
Persentase
Capaian Award 4
5 125
Kehumasan
Kemenkes

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan, 2024

Diketahui bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis 17 Kementerian
Kesehatan, yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, masih
terdapat indikator yang belum mencapai target, yaitu indikator kinerja nomor 3,
Indeks Integritas Organisasi, yang pada tahun pelaporan tidak memenuhi target

dan hanya terealisasi sebesar 92,76. Berikut disajikan capaian kinerja Sasaran
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Strategis dengan indikator kinerja indeks integritas organisasi selama 4 tahun

terakhir.
Tabel 1.3
Indikator Kinerja Indeks Integritas Selama 4 Tahun Terakhir
Indikator Target | Realisasi Hasil Capaian Tahunan
Kinerja
2024 2023 2022 2021
Indek
Integritas 78 77.27 77.27 72.36 75.15 76.8
Organisasi

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian target pada indikator
kinerja “Indeks Integritas Organisasi” Kementerian Kesehatan RI mengalami
ketidakstabilan dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Target yang ditetapkan
sebesar 78, namun realisasi capaian selama empat tahun menunjukkan fluktuasi
yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 indeks berada pada angka 76,8,
kemudian menurun menjadi 75,15 pada 2022 (meskipun masih di bawah target),
dan kembali menurun cukup tajam pada 2023 menjadi 72,36. Pada tahun 2024,
capaian meningkat menjadi 77,27, namun tetap belum mencapai target yang
ditetapkan.

Variasi capaian tersebut menggambarkan adanya ketidakstabilan integritas
organisasi dari tahun ke tahun. Ketidakstabilan ini mengindikasikan bahwa
pelaksanaan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, serta kepatuhan birokrasi tidak
berjalan konsisten di seluruh unit kerja Kementerian Kesehatan. Hal ini
menunjukkan bahwa integritas organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh
kebijakan pusat, tetapi merupakan akumulasi dari perilaku kerja, kepatuhan, dan
komitmen setiap unit dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, kualitas
integritas tiap bagian atau unit berkontribusi secara kolektif terhadap indeks
integritas organisasi secara keseluruhan. Ketidaksinambungan penerapan nilai
integritas di berbagai unit tersebut menyebabkan terjadinya inkonsistensi kinerja

dari waktu ke waktu.
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Penerapan fleksibilitas kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas
pelaksanaan tugas, produktivitas pegawai, serta menciptakan keseimbangan
antara pekerjaan dan kebutuhan pribadi pegawai. Pelaksanaan fleksibilitas kerja
diterapkan melalui skema work from office dan work from anywhere dengan
tetap memperhatikan pencapaian target kinerja organisasi. Selain itu, penerapan
fleksibilitas kerja juga didukung dengan penggunaan teknologi digital,
pengawasan melalui loghook kinerja harian, serta pelaksanaan dialog kinerja
antara atasan dan pegawai guna memastikan pekerjaan tetap berjalan optimal.

Menurut Ketua Dukungan Manajemen, keterikatan pegawai pada saat work
from office cenderung lebih tinggi dibandingkan saat work from anywhere. Hal
tersebut dikarenakan komunikasi, koordinasi, dan pengawasan dapat dilakukan
secara langsung sehingga interaksi antarpegawai maupun dengan atasan menjadi
lebih efektif. Namun demikian, pelaksanaan work from anywhere tetap
memberikan dampak positif terutama dalam meningkatkan kenyamanan dan
efisiensi kerja pegawai. Keterikatan pegawai saat work from anywhere tetap
dapat terjaga apabila didukung dengan komunikasi, pengawasan, dan target

kerja yang jelas.
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Gambar 1.1 Hasil Nilai Budaya Kerja 2025
Sumber: Laporan Budaya Kerja, 2025
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Selain itu, hasil evaluasi Budaya Kerja Kementerian Kesehatan RI juga
menunjukkan bahwa aspek fleksibilitas kerja dan keterikatan pegawai masih
perlu diperkuat. Pada penilaian budaya kerja tahun berjalan, dimensi flexible
working dan employee engagement belum mencapai skor maksimal, yang
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan fleksibilitas kerja serta tingkat
partisipasi pegawai dalam mendukung kinerja organisasi masih belum optimal.
Temuan ini sejalan dengan capaian Indeks Integritas Organisasi yang mengalami
fluktuasi, menunjukkan bahwa nilai-nilai kerja, kedisiplinan, serta keterlibatan
pegawai masih memerlukan penguatan di berbagai unit kerja.

Salah satu unit yang perlu mendapat perhatian adalah Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia (OSDM) Kementerian Kesehatan RI yang memiliki
peran strategis dalam pembinaan tata kelola serta penyusunan kebijakan sumber
daya manusia. Menurut data kepegawaian per sepetember 2025 sebagai berikut

1. Keterlambatan kehaadiran masuk kerja sebesar 17%

2. Kepatuhan pengisian logbook dibawah 80% sebanyak 6%

3. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, khususnya pada
dimensi disiplin, capaian yang diperoleh belum maksimal, yaitu sebesar
4,97 dari nilai ideal 5.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek kedisiplinan pegawai masih

memerlukan peningkatan guna mendukung optimalisasi kinerja organisasi

secara keseluruhan.

Berdasarkan data terkait pengajuan mutasi pegawai ke luar instansi dalam
empat tahun terakhir, terlihat adanya pergerakan jumlah permohonan mutasi
yang diajukan pegawai di lingkungan Biro Organisasi dan SDM Kementerian
Kesehatan RI. Data tersebut disajikan pada tabel berikut ini sebagai gambaran

awal mengenai dinamika mutasi pegawai dari tahun 2022 hingga 2025.
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Tabel 1.3

Pengajuan Mutasi ke Luar Instansi

Tahun Jumlah Pegawai
2022 3
2023 2
2024 2
2025 1

Sumber: Data Kepegawaian Biro Organisasi dan SDM,2025

Mutasi pegawai ke luar instansi dapat menjadi indikator awal yang
mencerminkan tingkat keterikatan pegawai dalam organisasi. Berdasarkan data
pengajuan mutasi pegawai di lingkungan Biro Organisasi dan SDM
Kementerian Kesehatan RI, terlihat bahwa selama empat tahun terakhir terdapat
kecenderungan pegawai yang memilih untuk berpindah ke instansi lain. Pada
tahun 2022 tercatat sebanyak 3 pegawai mengajukan mutasi keluar, kemudian
menurun menjadi 2 pegawai pada tahun 2023 dan 2 pegawai pada tahun 2024,
serta kembali menurun menjadi 1 pegawai pada tahun 2025. Pola ini
menunjukkan bahwa masih terdapat pegawai yang merasa keterikatannya
terhadap organisasi belum optimal.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan yang menunjukkan bahwa
meskipun kebijakan fleksibilitas kerja di Kementerian Kesehatan sudah
diterapkan dan didukung regulasi, namun keterikatan pegawai masih belum
optimal. Hal ini terlihat dari fluktuasi Indeks Integritas Organisasi, belum
maksimalnya nilai budaya kerja, serta masih adanya pegawai yang mengajukan
mutasi ke luar instansi. Di sisi lain, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa
fleksibilitas kerja dapat meningkatkan keterikatan pegawai, namun bukti empiris
di lingkungan Kementerian Kesehatan masih terbatas. Dari penjelasan di atas
maka penulis ingin mendalami tentang : “Pengaruh Fleksibilitas Kerja Terhadap
Keterikatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Kinerja Di Biro Organisasi
Dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia”.
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B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka
yang menjadi pokok permasalahan: “Bagaimana Pengaruh Fleksibilitas Kerja
terhadap Keterikatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Kinerja di Biro
Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mengetahui seberapa Pengaruh Fleksibilitas
Kerja terhadap Keterikatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Kinerja di
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat sebagai berikut.
1. Manfaat Bagi Kepentingan Dunia Akademik
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen sumber daya
manusia, khususnya terkait dengan konsep fleksibilitas kerja dan
Keterikatan Pegawai. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian teoritis
mengenai hubungan antara pengaturan kerja yang fleksibel dengan tingkat
Keterikatan Pegawai dalam organisasi sektor publik. Selain itu, penelitian
ini juga dapat menjadi referensi empiris bagi akademisi dalam
mengembangkan model penelitian sejenis, serta memperluas pemahaman
mengenai penerapan fleksibilitas kerja di instansi pemerintahan yang
memiliki karakteristik birokratis. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan mampu menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dan
pengembangan teori yang relevan dalam konteks manajemen kinerja

Aparatur Sipil Negara.
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2. Manfaat Bagi Kepentingan Dunia Praktik

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi Biro
Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian
Kesehatan ~ Republik  Indonesia ~ dalam  merumuskan  dan
mengimplementasikan kebijakan kerja yang lebih adaptif terhadap
kebutuhan pegawai. Melalui hasil penelitian ini, pimpinan dan pengelola
sumber daya manusia dapat memahami sejauh mana penerapan
fleksibilitas kerja berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan karyawan,
sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan
strategis terkait pola kerja, motivasi, serta pengelolaan kinerja pegawai.
Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi
organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif,
seimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan pegawai, tanpa mengurangi

efektivitas dan pencapaian tujuan organisasi.
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh mengenai penelitian yang penulis

lakukan terkait pengaruh fleksibilitas kerja terhadap keterikatan pegawai

Aparatur Sipil Negara di Biro Organisasi Sumber Daya Manusia Setjen

Kementerian Kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1.

Uji hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh keputusan bahwa HO ditolak
dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan antara fleksibilitas kerja (X) terhadap keterikatan pegawai (Y).
Temuan ini diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih
kecil dari 0,05, sehingga secara statistik hubungan kedua variabel
dinyatakan signifikan. Selain itu, hasil uji t juga menunjukkan bahwa nilai t
hitung sebesar 4.324 lebih besar dibandingkan dengan t tabel sebesar 1.990.
Dengan demikian, fleksibilitas kerja memiliki peran penting dalam
meningkatkan keterikatan pegawai di lingkungan organisasi, khususnya
pada Aparatur Sipil Negara di Biro Organisasi dan SDM Setjen
Kementerian Kesehatan. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y =
27.289 + 0.876X artinya ketika fleksibilitas kerja konstan atau tetap,
keterikatan pegawai akan memiliki nilai sebesar 27.289. Dan ketika ada
peningkatan satu unit atau satuan pada fleksibilitas kerja, maka keterikatan
pegawai akan mengalami peningkatan sebesar 0.876. Maka, fleksibilitas
kerja (X) berpengaruh secara positif terhadap keterikatan pegawai (Y).

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja berada pada
kategori ‘“‘sangat setuju”, sedangkan keterikatan pegawai berada pada
kategori “setuju”. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi
fleksibilitas kerja telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya
mampu meningkatkan keterikatan pegawai secara optimal. Meskipun
Fleksibilitas kerja berada pada kategori sangat setuju tetapi masih terdapat

aspek masih memiliki skor relatif lebih rendah dibanding indikator lainnya
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yaitu job sharing, sehingga menunjukkan masih adanya kendala dalam
pembagian tugas dan koordinasi kerja yang berpotensi menimbulkan
ketimpangan beban kerja.

3. Nilai koefisien determinasi (R?) yang dihasilkan adalah sebesar 0,191,
artinya fleksibilitas kerja (X) memberikan kontribusi pengaruh sebesar
0,191 atau 19,1% terhadap keterikatan pegawai (Y). Sementara, sisanya
yaitu 80,9% dipengaruhi oleh variabel lain keseimbangan kerja, gaji dan

tunjangan, dan peluang karier.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jelaskan, maka berikut adalah

saran yang penulis dapat berikan untuk berbagai pihak agar menjadi bahan
pertimbangan:

1. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia perlu melakukan evaluasi dan penguatan implementasi
fleksibilitas kerja, khususnya pada aspek job sharing dan pengawasan
kinerja pegawai. Evaluasi dapat dilakukan melalui optimalisasi penggunaan
logbook harian dengan menambahkan informasi waktu mulai dan selesai
pekerjaan, tingkat prioritas pekerjaan, serta kendala yang dihadapi pegawai
dalam menyelesaikan tugas. Pelaksanaan monitoring dilakukan secara rutin
oleh atasan langsung dan ketua tim kerja, kemudian hasilnya direkap setiap
bulan oleh Bagian SDM sebagai bahan evaluasi distribusi pekerjaan dan
efektivitas pembagian tugas antarpegawai. Langkah ini perlu mulai
diterapkan dalam periode evaluasi kinerja triwulan berikutnya agar
pengawasan kinerja lebih objektif, beban kerja lebih merata, serta mampu
meningkatkan keterikatan pegawai terhadap pekerjaan dan organisasi.

2. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia perlu meningkatkan keterikatan pegawai melalui
pendekatan yang lebih berorientasi pada kebutuhan dan kondisi pegawai.
Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan dialog kinerja

secara berkala minimal satu kali setiap bulan sebagai sarana komunikasi,
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pemberian umpan balik, dan motivasi antara atasan dengan pegawai. Selain
itu, perlu dilakukan pemetaan minat dan kompetensi pegawai sebagai dasar
pembagian tugas agar pekerjaan lebih sesuai dengan kemampuan dan
ketertarikan pegawai. Organisasi juga dapat mulai mengkaji penerapan
fleksibilitas kerja berbasis kondisi tertentu (conditional flexible working
arrangement), seperti skema work from home base bagi pegawai dengan
kondisi khusus atau domisili jauh dari keluarga. Program tersebut dapat
dipersiapkan dalam jangka waktu dekat oleh Bagian SDM melalui
pendataan pegawai dan penyusunan kriteria penerima kebijakan sebagai
bentuk dukungan organisasi terhadap kesejahteraan pegawai dan
peningkatan employee engagement.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang
berpotensi memengaruhi employee engagement, seperti keseimbangan
kerja, gaji dan tunjangan, dan peluang karier, sehingga dapat memberikan
gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang

memengaruhi keterikatan pegawai di lingkungan instansi pemerintah.
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